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Abstrak
 

Salah satu upaya untuk mencegah dan mengurangi pencemaran yang disebabkan ofeh aktivitas perkantoran

adalah dengan menerapkan manajemen lingkungan dari ISO 14000 di lingkungan perkantoran melalui

program eco-office atau green office. Eco-office adalah salah satu upaya yang efektif untuk rnewujudkan

efisiensi penggunaan sumberdaya sekaligus menjadikan komunitas ramah lingkungan. Ecaoffce

sebagaimana sifat dari suatu standar ini bersifat umum sehingga dapat diterapkan di berbagai jenis

perkantoran seperti kantor pemerintahan pusat maupun daerah, swasta, publik atau privat, kantor besar

dengan jumlah karyawan yang banyak maupun kantor kecil dengan karyawan beberapa orang saja.

 

Tujuan dari penelitian ini, pertama adalah mendapatkan baseline data mengenai faktor-faktor penerapan

Program eco-office seperti konsumsi energi, konsumsi air bersih, pengadaan barang, penggunaan

kertas/stationery, upaya pengurangan timbulan sampah dan pengolahannya, dan penggunaan kendaraan.

Data tersebut akan digunakan menjajaki kemungkinan penerapan eco-office di lingkungan kantor

pemerintahan. Kedua adalah untuk mengkaji penerapan era-office di kantor yang menentukan kebijakan

lingkungan dibandingkan kantor yang bukan penentu kebijakan lingkungan. Untuk studi kasus dipilih

Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Hipotesis

penelitian yang diajukan adalah 1) Jika konsep eco-office dapat diterapkan di setiap perkantoran di

Indonesia, maka dapat menghemat penggunaan energi dan air, dan jumlah sampah yang dihasilkan dapat

direduksi; 2) Kantor penentu kebijakan lingkungan akan lebih banyak menerapkan aspek eco-office

dibandingkan dengan kantor yang bukan penentu kebijakan lingkungan.

 

kWh/orang/bulan. Konsumsi listrik di KPDT rata-rata pada dari bulan Pebruari-Desember 2004 adalah

76036,4 kWh perbulannya dan rata-rata perorang tiap bulannya adalah 337,94 kWh/orang/bulan; 3)

Pengadaan Barang: Pengadaan barang di KLH dan KPDT yang dipenuhi oleh Bagian Kerumahtanggaan

hanya bersifat pengadaan rutin sedangkan untuk kebutuhan suatu proyek tertentu dipenuhi masing-masing;

4) Konsumsi Kertas: Konsumsi kertas perorang tidak dapat diketahui karena tidak ada informasi yang jelas

jumlah pengadaannya, karena tersebar di tiap-tiap unit kerja berdasarkan kebutuhan nyata/proyek. Pegawai

di kedua kantor rata-rata terlibat aktif dalam pengurangan jumlah sampah kertas. Manajemen penggunaan

kertas lebih banyak menggunakan prinsip reuse, 5) Timbulan Sampah dan Pengelolaannya: Rata-rata

timbulan sampah perhari 972,6 Titer/hari di KLH dan 165,4 liter/hari di KPDT. Jadi rata-rata tiap prang

menghasilkan sampah 1,273 liter/prang/had di KLH dan 0,735 liter/orang/hari di KPDT. Sosialisasi

pemilahan sampah pemah ada di KLH dan fasilitas tempat sampah berdasarkan jenisnya juga tersedia, akan

tetapi belum berjalan semestinya. Sudah tersedia fasilitas pengomposan dan program pengomposan. Di

KPDT belum ada sosialisasi tersebut dan fasilitas tempat sampahnya masih disatukan; 6) Penggunaan

Kendaraan: KLH mempunyai kebijakan pengujian emisi kendaraan pegawainya, sedangkan di KPDT belum
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ada; 7) Persepsi Pegawai: Pegawai di masing-masing kantor memberikan respon dan persepsi yang baik

pada konsep eco-office.

 

Kesimpulan dari studi kasus ini yaltu: 1) Kebijakan lingkungan yang secara khusus dikeluarkan berkenaan

dengan pelaksanaan eco-office belum ada, balk di KLH maupun di KPDT. Di KLH kebijakan iingkungan

mengenai eco-office ini bare dirumuskan dan masih dalam tatanan konsep yang akan segera diformulasikan

menjaadi suatu kebijakan 2) Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa KLH sebagai institusi

penentu kebijakan lingkungan hidup mempunyai kelebihan dari KPDT dalam beberapa aspek eco-office

yaitu kebijakan pengelolaan lingkungan kantor, jumlah pemakaian air bersih dan listrik, pengelolaan

sampah, program uji emisi kendaraan.

 

Saran-saran: 1) Pembuat kebijakan di tiap kantor dapat segera menerapkan program eco-office sebagai

upaya kesadaran terhadap lingkungannya dengan prioritas pada konservasi energi dan air bersih serta

reduksi timbulan sampah perkantoran. Konsep SML pada ISO 14001 dapat menjadi rujukan untuk

pengembangan yang berkelanjutan; 2) Penyediaan fasilitas tempat sampah yang memadai dan terdistribusi

secara merata berdasarkan jenisnya disertai dengan pelabelan yang jelas, sosialisasi yang baik serta

pengawasannya yang kontinyu; 3) Penyediaan tempat sampah khusus untuk kertas (paper bin) di setiap

sumber penghasilnya seperti dekat mesin fotokopi dan printer; 4) Berkenaan dengan penghematan energi

maka perlu diupayakan pengaturan waktu penggunaan elevator/lift pada jam jam tertentu untuk menghemat

penggunaan energi listrik, penyetelan mode stand by pada tiap komputer, mematikan listrik di ruangan pada

saat istirahat atau tidak ada prang, reformulasi arsitektural dengan mempertimbangkan kelimpahan energi

terbaharukan dan konsep green building, 5) Menurut pengamatan visual maka terjadi ketidakefisienan dari

pemakaian AC yang disebabkan oleh sistem penyekatan ruangan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan

sistem penyekatan ruangan dengan mempertimbangkan hal tersebut; 6) Untuk mengurangi jumlah sampah,

maka penggunaan kertas perlu menjadi perhatian khusus tenatama dengan membudayakan penggunaan

double sided dan paradigma 3R dengan mengutamakan tahapan reduce, reuse dan recycle. Dengan

dihubungkan saran ke-3 maka pengefolaan sampah kertas terpisah dari sampah Iainnya. Untuk keperiuan

makan-minum pada saat ada kegiatan seminar, sidang, rapat, daan lain-lain disediakan dengan sistem

perasmanan; 7) Penerapan eco-office menyentuh masalah teknis dan pengelolaan melalui Sistem

Manajemen Lingkungan maka berkenaan dengan INPRES No.5 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi

sebaiknya pemerintah menerapkan secara komprehensif dengan mendukung terciptanya eco-oft ceaeco-

project-eco-city.

<hr><i>The implementation of environment management from ISO 14000 through eco-office or green

office will be one of pollution prevention and reduction effort in office activities. Eco-Office is an effective

effort to establish resources efficiency and environmentally communities. Eco-Office can implement in

various office activities including central and regional government office, private sector office as well as big

and small office.

 

The objective of research are as follow, first, to collect data baseline in regard to eco-office implementation

factor e.g. energy and clean water consumption, material supplying use of paper/stationery, waste and its

handling and, vehicle use. The data will be use for possibility of implementation of eco-office program in

government offices. Second, to investigate eco-office implementation in office that issued environmental



regulatory compared to another office. The State Ministry of Environment (KLH) and The State Ministry of

Less Developed Region (KPDT) have been chosen for this case study. The purpose of research hypothesis

are 1) if concept of eco-office is applied to office in Indonesia, energy and clean water consumption can be

minimized and reduction of waste generation; 2) the office that issued environmental regulatory should be

applied better eco-office aspects rather than another office.

 

The results of research from each office show that 1) water consumption: average KLH's water consumption

in 2004 is 1818,83 m3 per month or 2,3807 m3/person, whereas the average of clean water consumption in

KPDT from June 2004 to March 2005 is 1962,3 m3 per month or 8,7213 m3/person; 2) energy

consumption: average KLH's electrical consumption in 2004 is 167200 kWh per month or 218,85

liter/person in KPDT. Publication of waste separation has been applied in KLH and waste disposal facilities

are also available for each type of waste, however this program didn't work properly. Composting facility

and its program has been established. Whereas in KPDT both of them were not applied yet; 6) vehicle use:

transportation emission test has been implemented for employing KLH, however it is not done in KPDT; 7)

employees perception: employees in both of offices have given a positive response and good perception to

eco-office concept.

 

The conclusion of this case study are as follow 1) especially in KLH or KPDT there ware no regulation of

eco-office which implemented. But in KLH, they will establish the concept of eco-office to regulation 2)

based on study it known that KLH was better efforts than KPDT in eco-office aspect e.g. regulatory of

office environment, clean water and electric consumption, waste management, test of vehicle emission.

 

Recommendations: 1) the policy authorized in each could be immediately implemented eco-office program

as environmental effort awareness which conservation of water and energy, and waste minimize. EMS in

ISO 14001 can be referenced to sustain development; 2) the facilities of waste disposal should be in good

manner, distributed properly for its types of waste, and a clearly label, a good publication and monitoring; 3)

specific waste disposal for paper is provided near to the source e.g. photocopier machine and printer; 4)

management of elevator/lift use at certain time, establish stand by mode in all computers, turn off the

lighting of room in rest time or if no one, architecture reformulation to use renewable energy and green

building concept for electrics energy efficiency; 5) Visually, there are inefficiency of AC system caused by

room partitioning system, thus it is necessary to modify the system; 6) reduction of waste amount that

produced from food accomplishment at the seminar activity, conference, meeting of group, and others are

provided by "prasmanan" and separately handling for waste paper, double sided printing, and implement the

3R principle; 7) implementation of eco-office is improved technically and its management from EMS

aspects. Therefore the INPRES No. 5 of 2005 regarding Energy Efficiency should be comprehensively

implemented by fully support ecooffice-ecoproject eco-city.</i>


